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PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.Tgr
- A0, L B
)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 23 September 1972,
agama Islam, pekerjaan XXXXXXX XXXXXX XXXXX,
Pendidikan Strata Il, tempat kediaman di XXXXX XXXXX
XXXXXXXX, Rt. 12 (rumah lbu Eli), XXXX XXX XXXX XXXX,
XXXKXXXKX XXX XXXXK,  XXXXXXXXX  XXXXXK  XXXXXXXXXXX

sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 18 Juni 1967, agama
Islam, pekerjaan xxxxx Xxxxxxxxx, Pendidikan Strata I,
tempat kediaman di Dahulu Di Perumahan Borneo
Mukti, XXXX X, XXX X, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX, Sekarang
XXXXX XXXXXXXXX Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di
Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Juni 2020
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, dengan Nomor
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523/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 04 Juni 2020, dengan dalil-dalii pada

pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 24 Mei
2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXX XXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, sSebagaimana tercatat
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :0124/030/V/2017, tanggal 26 Mei
2017,
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami
isteri dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXK XXXXXXXXK XXXXX  XXXX  XXXXXXXXX Selama 2
tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;
4, Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018
antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan
Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi
dikarenakan Tergugat memiliki banyak hutang dan Tergugat tidak jujur
terhadap rumah yang dia miliki;
6. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2019 Tergugat meninggalkan
Penggugat berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dengan alasan berangkat kerja, Selama itu tergugat tidak
pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui
alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan
berdasarkan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Ketua RT.
13 xxxx xxx xxxx xxxx Nomor: 50/RT.13/LKK/V1/2020, tanggal 04 Juni
2020;
7. Bahwa sebagai PNS Penggugat sudah mengurus izin perceraian,
namun permohonan tersebut belum dapat diproses dikarenakan masih
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ada persyaratan Administrasi yang belum lengkap yaitu surat pernyataan
tidak berkeberatan bercerai yang belum ditanda tangani dari pihak suami
(sebagai Tergugat). Berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian dan
Pengembangan ~ Sumber daya Manusia nomor: | EGzN
L

8. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian
ke Pengadilan Agama Tenggarong degan nomor perkara
427/Pdt.G/2020/PA. Tgr, namun perkara tersebut Penggugat cabut
dikarenakan Tergugat tidak ditemukan di alamat yang diberikan;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama
Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke
Pengadilan Agama Tenggarong;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang
berlaku;
SUBSIDAIR:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya,
meskipun menurut relaas Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.Tgr tanggal 10 Juni 2020
dan tanggal 10 Juli 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
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%7

melalui siaran RPK Kutai kartanegara, sedang ternyata tidak datangnya itu

tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati
Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka

usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124/030/V/2017, tanggal 26 Mei
2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu
Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerangkan bahwa Penggugat dan
Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Mei 2017, bermeterai cukup

dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);

- Asli Surat Keterangan Ghaib dari ketua RT. 13 Desa Loa Kulu Kota
Nomor: 50/RT.13/Ikk/V1/2020, tanggal 04 Juni 2020 yang menerangkan
bahwa Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di Wilayah tersebut,
bermeterai cukup lalu diberi kode (P.2);

- Asli surat keterangan Izin Cerai dari Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 873.4/V.3-
1214/A.B/03/BKPSDM/2020 bermeterai cukup lalu diberi kode (P.3)

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1 umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX

XXXXXX, tempat kediaman di Jalan Damanhuri Rt 64 Nomor 17 XXXXXXXXX
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XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXK XXXXX XXXX XXXXXXXXX, di
bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerena saksi

sebagai I Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri menikah pada tanggal 24 Mei 2017 di Kecamatan Loa

Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah Penggugat di XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX

XXXXXXXXK XXXXXXXKX XXXXX XXXX XXXXXXXXX selama 2 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan

Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Maret 2018
sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki banyak
hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat selain itu
Tergugat juga tidak jujur terhadap rumah yang dia miliki;

- Bahwa, saksi mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat

bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal sejak Bulan Maret tahun 2019, Tergugat pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan bekerja
namun tak pernah pulang sampai tidak diketahui lagi alamatnya yang

jelas dan pastinya di wilayah republik indonesia;

- Bahwa selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling

mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
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- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah berupaya

mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX,
tempat kediaman di Jalan Damanhuri Pbm xxxx x,3 Desa Mugirejo
XXXXXKXXK  XXXXXXXXX  XXXXX  XXXX  XXXXXXXXX, dibawah sumpah
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerena saksi

sebagai [ Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri menikah pada tanggal 24 Mei 2017 di Kecamatan Loa

Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara,;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah Penggugat di XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX

XXXXXKXXXX XXXXKXXKX XXXXX XXXX XXXXXXXXX Selama 2 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan
Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Maret 2018
sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat memiliki
banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga
tidak jujur terhadap rumah yang dia miliki;

- Bahwa, saksi mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal sejak Bulan Maret tahun 2019, Tergugat pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan bekerja
namun tak pernah pulang sampai tidak diketahui lagi alamatnya yang

jelas dan pastinya di wilayah republik indonesia;
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- Bahwa selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling

mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;

- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah berupaya
mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap dengan
Gugatannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta

mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala
hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang

dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu
berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tenggarong

berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus
dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena

pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan

menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat,
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sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (in
person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah
untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum
(default without reason) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan
Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat
dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya
dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan
membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat,
sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, oleh
karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat
ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal 405 yang berbunyi:

ols sroluall plS> o oSl> Wl (3 o
a 4>V olls 9g9

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan

gugurlah haknya”.
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Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan
yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor 0124/030/V/2017, tanggal 26 Mei 2017 dan kondisi
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh
karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan
perceraian di Pengadilan Agama Tenggarong, sebagaimana diatur dalam Pasal
20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk
bercerai, namun tidak berhasil dan surat Gugatan Penggugat telah dibacakan

dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah Nomor 0124/030/V/2017, tanggal 26 Mei 2017 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menerangkan telah terjadi
pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2017 serta
dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan
Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya
Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan
yang sah sejak tanggal 24 Mei 2017,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa Asli Surat
Keterangan Ghaib dari ketua RT. 13 Desa Loa Kulu Kota Nomor:
50/RT.13/Ikk/V1/2020, tanggal 04 Juni 2020, yang menerangkan bahwa Tergugat

tidak bertempat tinggal di Desa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) Asli surat keterangan
Izin Cerai dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
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Nomor : 873.4/V.3-1214/A.B/03/BKPSDM/2020 yang menerangkan bahwa
Tergugat sebagai Pegawai Negri Sipil tidak mendapatkan izin untuk melakukan

perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh
Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan
formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat
sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegelen, secara materiil
dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang
menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus
dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Tergugat
tidak ada kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang, serta
dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Tergugat tidak
diketahui tempat tinggalnya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa

Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari
Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini
menyangkut perkara perceraian maka untuk memastikan Gugatan cerai
Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim menyatakan
perlu memeriksa saksi-saksi Penggugat untuk mengetahui mengenai

kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud diatas dan memenuhi ketentuan
Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah
mendengar keterangan 2 (dua) orang sebagai saksi Penggugat, yaitu SAKSI 1

sebagai [N sAcs 2 | yang masing-masing

menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling berhubungan
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dan menguatkan satu sama lain sebagaimana tertuang dalam duduk perkara

putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan
Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut
telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172
R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan
karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan
dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308-309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang
dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan

fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah,
menikah pada tanggal 24 Mei 2017 di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten
Kutai Kartanegara;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah
Penggugat di XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXK XXXXXXXXX XXXXX

XXXX XXXXXXXXX selama 2 tahun;

- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai

anak;

- Bahwa, sejak Bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain tanpa
sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga tidak jujur terhadap rumah
yang dia miliki;

- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
sejak Bulan Maret tahun 2019 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat

kediaman bersama dengan alasan bekerja namun tidak pernah pulang
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sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pastinya di

wilayah republik indonesia;

- Bahwa selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling

mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mencari keberadaan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt),
Selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Atas
dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah

sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal
65 dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya
mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi
tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk
rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah
(bahagia), mawaddah (tenteram) dan rahmah (penuh kasih sayang) sulit untuk
terwujud. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan
membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
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Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang
berbunyi : "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, serta firman Allah SWT. dalam Al-

Quran surat Ar-Ruum (30) : 21 yang berbunyi :

5] Lol 1 pSasil o o) 315 0 @bl o
wlhY s 8 yl do> 9 8190 pSiu Jrzg lgdl
Vs Sal pobl

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir’;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan
pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Figh Sunnah Juz lI
halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang
berbunyi:

Il clgl azg il diy uoladl sa) algesr eus 13lg
6 —iusll plg> a_es YUy Y Low I3Vl HlSg 7o !
Lealls Login gVl < bl j=xeq lglio (u

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri
atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri
tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang
menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka,

maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak bertentangan

dengan hukum, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara
resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya
Tergugat atau verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan pendapat
Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz Il halaman 55
yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai
berikut:

alil Lz ans sl solsi ol Jjmin jimi 018

Artinya : “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu
diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara
ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp. 336000 ( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.l. dan Nor Hasanuddin,Lc.,M.A.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 14
Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriah, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Mahyani,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ismail, S.H.I. Nor Hasanuddin,Lc.,M.A.

Panitera Pengganti,

Mahyani,S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 50.000,00
2. Proses Rp. 50.000,00
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3. Panggilan Rp. 220.000,00

4. Redaksi Rp. 10.000,00

5. Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 336.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah )
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